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DALAM MELINDUNGI PEMEGANG HAK CIPTA LAGU 1 
 
 

Roy Darwis Simatupang 

Universitas Singaperbangsa Karawang 

Abstrak 

Perkembangan musik di Indonesia semakin hari semakin maju, karena musik ini dapat dinikmati 
semua orang, tanpa memandang usia dan kasta. Namun, penggunaan musik justru sering disalah 
gunakan, dan dalam penggunaan musik tidak sesuai dengan peraturan. Musik atau lagu di 
lindungi di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jadi dalam 
menggunakan musik atau lagu harus sesuai dengan peraturan, namun banyak sekali orang yang 
berniat tidak baik dalam menggunakan music atau lagu. Oleh karena hal tersebut penulis 
bermaksud membuat penelitian dengan tujuan mengetahui, memahami dan menganalisa bentuk 
tanggungjawab LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dalam melindungi pemegang hak cipta lagu. 
Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang 
mengkaji permasalahan yang telah ada dengan menggunakan penelitian terhadap asas-asas 
hukum dan mensinkronisasikan ketentuan hukum yang berlaku terhadap norma atau peraturan 
hukum lainnya, dengan cara meneliti data sekunder seperti buku, laporan penelitian, tesis, dan 
peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan hak cipta dan lembaga manajemen 
kolektif. 

Kata Kunci:  LMK (Lembaga Manajemen Kolektif), Hak Cipta Lagu, Hukum. 

 

 

 

PENDAHULUAN 
Abad ke-21 sering disebut 

sebagai era ekonomi kreatif, hal ini 
terlihat dari keberadaan ilmu 
pengetahuan dan ide sebagai motor 
dalam perkembangan ekonominya. 
Perkembangan dari ekonomi industri ke 
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ekonomi kreatif ini disikapi oleh 
pemerintah diberbagai negara 
berkembang untuk mengembangkan 
masyarakatnya yang berbasis kreativitas 
dalam menciptakan pertumbuhan 
ekonomi yang lebih sustainable 
dibandingkan ekonomi industri yang 

http://u.lipi.go.id/1482814311
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sudah sangat bergantung pada 
resource2.Sebagai contoh salah satu 
kreatifitas yang berpotensi 
dikembangkan dalam era ekonomi 
kreatif saat ini adalah seni.Seni selalu 
menarik untuk dibicarakan karena pada 
kenyataannya manusia tidak dapat 
terlepas dari seni.Kita cenderung 
menghargai gagasan bahwa karya seni 
telah menyajikan masa-masa terbaik 
dalam hidup kita, momen-momen 
harmonis, menyenangkan, menghibur, 
ataupun momen yang menawarkan 
kesempatan unik untuk melakukan 
refleksi3. 

Hak Cipta pada dasarnya telah 
dikenal sejak dahulu kala, akan tetapi 
konsep hukum Hak Cipta baru dikenal di 
Indonesia pada awal tahun 80-an. 
Setelah masa revolusi sampai tahun 
1982, Indonesia masih menggunakan 
undang-undang Pemerintah Kolonial 
Belanda “Auteurswet 1912” sampai 
Undang-Undang Hak Cipta pertama 
dibuat , yaitu pada tahun 1982. Sejak 
menjadi bangsa yang merdeka, 
peraturan perundang-undangan 
mengenai hak cipta telah beberapa kali 
diganti agar mengikuti perkembangan 
zaman dari waktu ke waktu4. 

Perkembangan musik di 
Indonesia semakin hari semakin maju, 
karena musik ini dapat dinikmati semua 
orang, tanpa memandang usia dan kasta. 
Namun, penggunaan musik justru sering 
disalahgunakan, dan dalam penggunaan 
musik tidak sesuai dengan 
peraturan.Musik atau lagu dilindungi 
didalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Jadi 
dalam menggunakan musik atau lagu 
harus sesuai dengan peraturan, namun 
banyak sekali orang yang berniat tidak 

                                                           
2 Ivan Chen Sui Liang, Industri Kreatif dan Ekonomi 
Sosialdi Indonesia:, diakses pada 
http://icssis.files.wordpress.com/2013/09/2013-
01-25.pdf , Tanggal 20 Januari 2021, Pukul 20.00 
WIB 

baik dalam menggunakan musik atau 
lagu.Seperti yang sedang terjadi dalam 
hal hak ekonomi bagi pencipta lagu atau 
musik yaitu, peran Lembaga Manajemen 
Kolektif yang belum sepenuhnya bekerja 
untuk Pencipta lagu atau 
musik.Perbuatan tersebut membuat hak 
ekonomi bagi pencipta lagu atau musik 
belum sepenuhnya terpenuhi. 

Berdasarkan uraian di atas, 
perumusan masalah dalam penulisan 
skripsi ini yang pertama adalah 
bagaimana tanggung jawab Lembaga 
Manajemen Kolektif dalam memberikan 
perlindungan terhadap pemegang hak 
cipta ditinjau dari Undang Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta, kedua bagaimana mekanisme 
Lembaga Manajemen Kolektif dalam 
pengelolaan dan pembebanan royalti 
bagi pelaku usaha dan penyanyi, dan 
ketiga upaya penyelesaian apa saja yang 
dilakukan oleh Lembaga Manajemen 
Kolektif ketika terjadi sengketa antara 
pemegang hak cipta dengan pelaku 
usaha dan penyanyi. Penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan 
kualitatif dengan spesifikasi penelitian 
deskriptif analitis.  

Adapun mengenai teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini 
membutuhkan data primer dan data 
sekunder.Untuk teknik analisa dan 
penyajian data menggunakan metode 
analitis kualitatif. Analisis ini diharapkan 
dapat memperoleh gambaran dan 
memberikan kesimpulan mengenai 
tanggung jawab Lembaga Manajemen 
Kolektif dalam melindungi pemegang 
Hak Cipta lagu ditinjau dari Undang 
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa perlindungan 

3 Joost Smiers, Arts Under Pressure, 
Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era 
Globalisasi, (Yogyakarta: INSISTPress, 2009), hlm 3. 
4Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 
Setara Press, Malang, 2017, hlm.28 
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hukum bagi pencipta lagu atau musik 
sudah diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
Cipta, dimana Pencipta Lagu memiliki 
hak eksklusif, dan pencipta lagu juga 
memiliki hak ekonomi dan hak moral 
atas ciptaannya, jadi peran LMK 
(Lembaga Manajemen Kolektif) disini 
diharapkan bisa melindungi pencipta 
dari sisi hal ekonominya. Peran tersebut 
diperkuat dengan adanya Lembaga 
Manajemen Kolektif dalam Undang-
Undang tersebut.  

Sampai saat ini peran Lembaga 
Manajemen Kolektif belum sepenuhnya 
berperan penting untuk meningkatkan 
hak ekonomi pencipta dan belum sesuai 
dengan Undang-Undang Hak Cipta, 
karena juga pada dasarnya users 
(pemakai) belum seutuhnya ditindak 
lanjuti oleh Lembaga Manajemen 
Kolektif dalam hal penegakan hukum 
yang sesuai dengan Peraturan Undang 
Undang. 
 
METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan Penelitian 
Pada penelitian ini penulis 

menggunakan metode yuridis normatif. 
Metode ini dilakukan melalui studi 
kepustakaan buku-buku hukum, 
Peraturan Perundang-undangan, dan 
referensi lainnya serta wawancara 
dengan pihak-pihak terkait. 

 
2. Spesifikasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan 

informasi yang dimaksud oleh skripsi ini 
maka penulis menggunakan sifat 
penelitian deskriptif analisis. Metode ini 
dilakukan dengan mendeskripsikan 
dan/atau memberikan gambaran 
terhadap objek yang diteliti melalui data-
data yang telah terkumpul. 

 
3. Jenis dan Sumber Data 

1) Data Primer, merupakan 
data yang diperoleh 
langsung dari subjeknya. 
Data ini dapat diperoleh 

melalui Undang-undang 
No 28 Tahun 2014 tentang 
Hak Cipta. 

2) Data Sekunder, 
merupakakan data yang 
diperoleh melalui bahan 
kepustakaan. 
Pengumpulan data ini 
dengan melakukan studi 
dan/atau penelitian 
kepustakaan yaitu dengan 
mempelajari Peraturan 
Perundang-undangan, 
buku-buku, dan referensi 
literatur lainnya. 

 
4. Teknik Pengumpulan Data 

1) Penelitian Lapangan, 
dalam memperoleh data 
primer maka akan 
dilakukan penelitian 
langsung ke beberapa 
lokasi terkait, seperti di 
Dirjen HKI, dan Lembaga 
Manajemen Kolektif. 

2) Penelitian Kepustakaan, 
dalam memperoleh data 
sekunder maka akan 
dilakukan penelitian 
bahan-bahan pustaka 
seperti buku-buku, 
Peraturan Perundang-
undangan dan referensi 
literatur lainnya. 

 
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang dilakukan 

dalam penelitian skripsi ini yaitu 
menggunakan data kualitatif.Analisis 
data kualitatif artinya menguraikan data 
secara bermutu dalam bentuk kalimat 
yang teratur, runtun, logis tidak tumpang 
tindih dan efektif sehingga memudahkan 
interpretasi data dan pemahaman hasil 
analisis. 

 
PEMBAHASAN 

1. Pelanggaran Hak Cipta 
Pengertian pelanggaran 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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adalah perbuatan (perkara) melanggar. 
Akan tetapi definisi pelanggaran hak 
cipta tidak dijelaskan secara eksplisit 
dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 tentang Hak Cipta. Namun 
pengertian pelanggaran hak cipta bisa 
didapatkan dengan menggabungkan dua 
pengertian yaitu pengetian pelanggaran 
dan juga pengertian hak cipta. Sehingga 
pengertian pelanggaran hak cipta bias 
disebutkan sebagai perbuatan (perkara) 
yang melanggar hak eksklusif bagi 
pencipta atau pemegang hak cipta untuk 
mengumumkan atau memperbanyak 
ciptaannya atau memberikan izin untuk 
itu tanpa mengurangi pembatasan 
menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku atas karya cipta. 

Di Indonesia sendiri, sudah 
banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran 
yang berkaitan dengan hak cipta. Ada 
beberapa bentuk kegiatan yang dianggap 
sebagai pelanggaran hak cipta, antara 
lain mengutip sebagian atau seluruh 
ciptaan orang lain yang kemudiaan 
dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri 
(tanpa mencantumkan sumber) sehingga 
membuat kesan seolah-olah karyaannya 
sendiri (disebut dengan plagiarisme), 
mengambil ciptaan orang lain untuk 
diperbanyak tanpa mengubah bentuk 
maupun isi untuk kemudian diumumkan, 
dan memperbanyak ciptaan orang lain 
dengan sengaja tanpa izin dan 
dipergunakan untuk kepentingan 
komersial Bentuk-bentuk pelanggaran 
Terhadap hak Cipta Suatu perbuatan 
dapat dianggap sebagai pelanggaran hak 
cipta apabila mengarah pada 
pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki 
oleh pencipta atau pemegang hak cipta.5 

Bentuk pelalnggalraln terhaldalp 
Halk Ciptal (copyright’s violaltion) paldal 

                                                           
5 Sudalryalt, Sudjalnal, alnd Rikal Raltnal Permaltal, Halk 
Kekalyalaln Intelektuall: Memalhalmi Prinsip Dalsalr, 
Calkupaln, Da ln Undalng-Undalng Yalng Berla lku 
(Ba lndung: Oalse Medial, 2010). hlm. 52. 

dalsalrnyal  berkisalr paldal dual hall pokok, 
yalkni:6 

1. Dengaln sengaljal daln talnpal 
halk mengumumkaln, memperbalnyalk 
altalu memberi izin untuk itu. Sallalh saltu 
contoh pelalnggalraln tersebut aldallalh 
berupal dengaln sengaljal melalnggalr 
lalralngaln untuk mengumumkaln setialp 
ciptalaln yalng bertentalngaln dengaln 
kebijalksalnalaln pemerintalh di bidalng 
pertalhalnaln daln kealmalnaln negalral, 
kesusilalaln sertal ketertibaln umum; 

2. Dengaln sengaljal 
memalmerkaln, mengedalrkaln altalu 
menjuall kepaldal umum sesualtu      ciptalaln 
altalu balralng halsil pelalnggalraln Halk Ciptal. 

Mengenali Pengallihaln Halk Ciptal 
paldal Palsall 98 ALyalt (1) menyebutkaln 
balhwal pengallihaln Halk Ciptal altals seluruh 
ciptalaln kepaldal pihalk lalin menguralngi 
halk Penciptal altalu alhli walrisnyal untuk 
menggugalt setialp oralng yalng dengaln 
sengaljal daln talnpal halk daln talnpal 
persetujualn Penciptal yalng melalnggalr 
halk morall Penciptal sebalgalimalnal 
dimalksud dallalm Palsall 5 alyalt (1) UU HC 
28/2014 yalitu:  

1. Tetalp mencalntumkaln altalu 
tidalk mencalntumkaln 
nalmalnyal paldal sallinaln 
sehubungaln dengaln 
pemalkalialn Ciptalalnnyal untuk 
umum 

2. Menggunalkaln nalmal allialsnyal 
altalu salmalralnnya 

3. Mengubalh Ciptalalnnyal sesuali 
dengaln kepaltutaln dallalm 
malsyalralkalt 

4. Mengubalh judul daln alnalk 
judul Ciptalaln daln 
mempertalhalnkaln halknyal 
dallalm hall terjaldi distorsi 
Ciptalaln, mutilalsi Ciptalaln, 
modifikalsi Ciptalaln, altalu hall 

6 Muhalmald Djumhalnal, R. Djubaledillalh, alnd R 
Djubaledilalh Muhalmmald,Djumhalnal, Halk Milik 
Intelektuall: Sejalralh, Teori, Daln Pralktiknya l Di 
Indonesial, revisi. (Balndung: PT. Citral ALdityal Balkti, 
2014). hlm. 119 
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yalng bersifalt merugikaln 
kehormaltaln diri altalu 
reputalsinyal.  

Pelalnggalraln Halk Ciptal dalpalt 
mengalndung unsur keperdaltalaln daln 
pidalnal. Dallalm kalitalnnyal dengaln alspek 
keperdaltalaln, malkal dalpalt dlalkukaln 
gugaltaln galnti rugi. Palsall 99 Undalng-
Undalng Nomor 28 Talhun 2014 tentalng 
Halk Ciptal mengaltur balhwal pihalk yalng 
meralsal dirugikaln alkibalt pelalnggalraln ini 
dalpalt mengaljukaln gugaltaln galnti rugi 
kepaldal Pengaldilaln Nialgal altals 
pelalnggalraln Halk Ciptal altalu produk Halk 
Terkalit. Palsall 99 (ALyalt 1) Undalng-
Undalng Nomor 28 Talhun 2014 tentalng 
Halk Ciptal menyebutkaln pihalk-pihalk 
yalng dalpalt mengaljukaln gugaltaln galnti 
rugi tersebut aldallalh Penciptal, Pemegalng 
Halk Ciptal altalu Pemilik jalk Terkalit. 
Selalnjutnyal paldal Palsall 99 ALyalt (2) daln 
(3) menyebutkaln balhwal pihalk-pihalk 
yalng dirugikaln dalpalt memintal 
Pengaldilaln Nialgal untuk melalkukaln 
tindalkaln-tindalkaln berikut:  

1. Memintal untuk menyeralhkaln 
seluruh altalu sebalgialn 
penghalsilaln yalng diperoleh 
dalri penyelenggalralaln 
ceralmalh, pertemualn ilmialh, 
pertunjukaln altalu palmeraln 
kalryal yalng merupalkaln halsil 
pelalnggalraln Halk Ciptal altalu 
produk Halk Terkalit 

2. Memohon putusaln provisi 
altalu putusaln selal untuk:  
a. Memintal penyitalaln 

Ciptalaln yalng dilalkukaln 
Pengumumaln altalu 
Penggalndalaln, daln/altalu 
allalt Penggalndalaln yalng 
digunalkaln untuk 
menghalsilkaln Ciptalaln 
halsil pelalnggalraln Halk 
Ciptal daln produk Halk 
terkalit; daln/altalu 

b. Menghentikaln kegialtaln 
Pengumumaln, 
Pendistribusialn, 
Komunikalsi, daln/altalu 

Penggalndalaln Ciptalaln yalng 
merupalkaln halsil 
pelalnggalraln Halk Ciptal daln 
produk Halk Terkalit.   
 

Dallalm hall pengaldualn dengaln 
delik aldualn (pidalnal), Penciptal, 
Pemegalng Halk Ciptal altalu Pemilik halk 
Terkalit dalpalt mengaljukaln aldualn kepaldal 
Direktoralt Jenderall Kekalyalaln 
Intelektuall, Kementerialn Hukum daln 
Halk ALsalsi Malnusial RI daln/altalu 
Kepolisialn Negalral Republik Indonesial. 
Dallalm hall aldualn disalmpalikaln kepaldal 
Direktoralt Jenderall Kekalyalaln 
Intelektuall, Palsall 110 Undalng-Undalng 
Nomor 28 Talhun 2014 tentalng Halk Ciptal 
menyebutkaln, balhwal pejalbalt pegalwali 
negeri sipil yalng diberi wewenalng 
khusus sebalgali penyidik dimalksud 
dallalm Undalng-Undalng yalng mengaltur 
mengenali hukum alcalral pidalnal untuk 
melalkukaln penyidikaln tindalk pidalnal 
Halk Ciptal daln Halk Terkalit. Palsall 110 
(ALyalt (2) menyebutkaln Penyidik 
Pegalwali Negeri Sipil (PPNS) tersebut 
berwenalng melalkukaln: 

1. Pemeriksalaln altals kebenalraln 
lalporaln altalu keteralngaln 
berkenalaln dengaln tindalk 
pidalnal di bidalng Halk Ciptal 
daln Halk Terkalit 

2. Pemeriksalaln terhaldalp pihalk 
altalu baldaln hukum yalng 
didugal melalkukaln tindalk 
pidalnal di bidalng Halk Ciptal 
daln Halk Terkalit 

3. Permintalaln keteralngaln daln 
balralng bukti dalri pihalk altalu 
baldaln hukum sehubungaln 
dengaln tindalk pidalnal di 
bidalng Halk Ciptal daln Halk 
Terkalit 

4. Pemeriksalaln altals 
pembukualn, pencaltaltaln, daln 
dokumen lalin berkenalaln 
dengaln tindalk pidalnal di 
bidalng Halk Ciptal daln Halk 
Terkalit 
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5. Penggeledalhaln daln 
pemeriksalaln di tempalt yalng 
didugal terdalpalt balralng bukti, 
pembukualn, pencaltaltaln, daln 
dokumen lalin yalng 
berkenalaln dengaln tindalk 
pidalnal di bidalng Halk Ciptal 
daln Halk Terkalit 

6. Penyitalaln daln/altalu 
penghentialn peredalraln altals 
izin pengaldilaln terhaldalp 
balhaln daln balralng halsil 
pelalnggalraln yalng dalpalt 
dijaldikaln bukti dallalm 
perkalral tindalk pidalnal di 
bidalng Halk Ciptal daln Halk 
Terkalit sesuali dengaln Kitalb 
Undalng-Undalng Hukum 
ALcalral Pidalna 

7. Permintalaln keteralngaln alhli 
dallalm melalksalnalkaln tugals 
penyidikaln tindalk pidalnal di 
bidalng Halk Ciptal daln Halk 
Terkalit 

8. Permintalaln balntualn kepaldal 
instalnsi terkalit untuk 
melalkukaln penalngkalpaln, 
penalhalnaln, penetalpaln dalftalr 
pencalrialn oralng, pencegalhaln 
daln penalngkallaln terhaldalp 
pelalku tindalk pidalnal di 
bidalng Halk Ciptal daln Halk 
Terkalit, daln  

9. Penghentialn penyidikaln jikal 
tidalk terdalpalt cukup bukti 
aldalnyal tindalk pidalnal di 
bidalng Halk Ciptal daln Halk 
Terkalit.  
 

Dallalm melalkukaln penyidikaln, 
penyidik pejalbalt pegalwali negeri sipil 
dalpalt memintal balntualn penyidik pejalbalt 
Kepolisialn Negalral Republik Indonesial. 
Penyidik pejalbalt pegalwali negeri sipil 
memberitalhukaln dimulalinyal penyidikaln 
kepaldal penuntut umum daln penyidik 
pejalbalt Kepolisialn Negalral Republik 
Indonesial. Halsil penyidikaln yalng telalh 
dilalkukaln oleh penyidik pejalbalt pegalwali 

negeri sipil disalmpalikaln kepaldal 
penuntut umum.  

ALdalpun baltalsaln-baltalsaln 
penggunalaln, pengalmbilaln, 
penggalndalaln, altalu pengubalhaln sualtu 
ciptalaln balik sebalgialn malupun 
seluruhnyal yalng tidalk termalsuk dallalm 
perbualtaln yalng melalnggalr Halk Ciptal bilal 
sumbernyal disebutkaln secalral lengkalp 
untuk kepentingaln: 

1. Pendidikaln, penelitialn, 
penulisaln pendidikaln, 
penelitialn, penulisaln kalryal 
ilmialh, penyusunaln lalporaln, 
penulisaln kritik altalu tinjalualn 
sualtu malsallalh dengaln tidalk 
merugikaln kepentingaln yalng 
waljalr dalri Penciptal altalu 
Pemegalng Halk Cipta 

2. Kealmalnaln sertal 
penyelenggalralaln 
pemerintalhaln, legislaltif, daln 
peraldilaln 

3. Ceralmalh yalng halnyal untuk 
tujualn pendidikaln daln ilmu 
pengetalhualn, altalu 

4. Pertunjukaln altalu 
pementalsaln yalng tidalk 
dipungut balyalraln dengaln 
ketentualn tidalk merugikaln 
kepentingaln yalng waljalr dalri 
Penciptal. 

 
2. Mekalnisme Lembalgal 

Malnaljemen Kolektif dallalm 
Pengelolalaln daln Pembebalnaln Royallti 
Balgi Pelalku Usalhal daln Penyalnyi 

Sebualh lalgu dipertunjukkaln, 
malkal yalng mendalpaltkaln halk ekonomi 
berupal royallti tidalk halnyal Penciptal talpi 
jugal penyalnyi, pemilik lalbel rekalmaln 
daln produser fonogralm. Malsing-malsing 
memiliki porsinyal malsing-malsing sesuali 
dengaln yalng disepalkalti.  

Palsall 89 alyalt (2) Undalng-
Undalng Halk Ciptal 2014 terdalpalt 
ketentualn yalng memberi wewenalng jugal 
kepaldal LMK nalsionall untuk 
menghimpun daln mendistribusikaln 
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royallti. Lembalgal Malnaljemen Kolektif 
Nalsionall altalu disebut LMKN membentuk 
sebualh lembalgal Koordinaltor 
Pelalksalnalaln Penalrikaln daln 
Pendistribusialn Royallti disebut KP3R 
dimalnal tugalsnyal sesuali nalmalnyal 
menalrik, menghimpun daln memberikaln 
halk kepaldal yalng mempunyali halk. Dallalm 
memberi kepalstialn hukum daln 
meningkaltkaln kecepaltaln dallalm 
melalkukaln proses penalgihaln di 
lalpalngaln berdalsalrkaln Keputusaln 
Menteri Nomor: HKI 2OT.03.01-01 
Talhun 2016 tentalng pengesalhaln 
petunjuk pelalksalnalaln penalrikaln, 
penghimpunaln daln pendistribusialn 
royallti rumalh bernyalnyi. 

Lembalgal Malnaljalmen Kolektif 
Nalsionall (LMKN) berperaln dallalm 
melalkukaln penalrikaln, penghimpunaln, 
daln pendistribusialn royallti dalri 
Penggunal (users) yalng bersifalt 
komersiall daln melalkukaln koordinalsi 
dallalm menetalpkaln besalraln royallti sertal 
pendistribusialnnyal dengaln Lembalgal 
Malnaljemen Kolektif (LMK) yalng sudalh 
memiliki izin operalsionall dalri 
MENKUMHALM RI sesuali dengaln 
kelalzimaln dallalm pralktik berdalsalrkaln 
kealdilaln. 

Royallti memegalng peraln yalng 
lualr bialsal dallalm industri musik. Hall ini 
diungkalpkaln oleh Frith daln Malrshalll 
dallalm Norgalrd yalng menyebut balhwal 
inti dalri industri musik terletalk paldal 
royallti. “For alnyone with alny interest in 
music, copyright is vitallly importalnt, more 
importalnt thaln alny other concept in 
malking sense of the valriety of sociall 
pralctices thalt malke up ‘the music 
industry’. Copyright provides the 
fralmework for every business decision in 
the industry. (. . .) Copyright, one might 
saly, is the currency in which alll sectors of 
the industry tralde.” 

Royallti merupalkaln sallalh saltu 
obyek yalng dalpalt dikenalkaln paljalk 
penghalsilaln sebalgalimalnal ditentukaln 
UU. No. 36 Talhun 2008 Tentalng Paljalk 
penghalsilaln (UU PPh) kalrenal pihalk yalng 

menerimal royallti beralrti memiliki 
kemalmpualn ekonomi yalitu setialp 
talmbalhaln kemalmpualn ekonomis yalng 
diterimal altalu diperoleh Waljib Paljalk, 
balik yalng beralsall dalri Indonesial malupun 
dalri lualr Indonesial, yalng dalpalt dipalkali 
untuk konsumsi altalu untuk menalmbalh 
kekalyalaln Waljib Paljalk yalng 
bersalngkutaln, dengaln nalmal daln dallalm 
bentuk alpal pun. Sistem pemungutaln 
paljalknyal berdalsalrkaln UU No 28 Talhun 
2007 Tentalng Ketentualn Umum daln 
Taltalcalral Perpaljalkaln (UU KUP) aldallalh 
withholding system, yalitu pemungutaln 
paljalk yalng dilalkukaln oleh pihalk ketigal, 
yalng oleh undalng-undalng diberikaln 
wewenalng untuk memotong paljalknyal.  

Dallalm hall ini, pemotongaln 
paljalknyal dilalkukaln sendiri oleh LMKn, 
sehinggal menimbulkaln permalsallalhaln 
alpalkalh LMKn dalpalt dikaltegorikaln 
sebalgali pihalk ketigal yalng dalpalt 
melalkukaln pemotongaln paljalk altals 
royallti menurut UU Paljalk Penghalsilaln. 

Dallalm menentukaln royallti 
misallnyal, terdalpalt komponen-
kompenen seperti, besalraln talrif royallti; 
dalsalr perhitungaln royallti; struktur 
pembalyalraln royallti; daln mekalnisme 
untuk mengelolal pembalyalraln. Semual 
komponen ini merupalkaln rualng lingkup 
kerjal LMK dallalm ralngkal pengelolalaln 
halk ekonomi penciptal, pemegalng halk 
ciptal, daln pemilik halk terkalit. 

Taltal calral perhitungaln 
pembalyalraln royallti dallalm Undalng-
Undalng No. 28 Talhun 2014 ditentukaln 
oleh lembalgal malnaljemen kolektif sesuali 
dengaln ketentualn Palsall 89 alyalt 3 yalng 
menyaltalkaln balhwal ketentualn mengenali 
mengenali pedomaln penetalpaln besalraln 
royallti ditetalpkaln oleh LMK daln 
disalhkaln oleh menteri. Regulalsi daln 
talriff yalng yalng telalh ditetalpkaln oleh 
LMK hinggal salalt ini belum mencalkup 
altals royallti lalgu daln musik yalng dimualt 
dallalm lalyalnaln musik digitall. 

Sistem pembalyalraln royallti 
dallalm lalyalnaln musik digitall seyogyalnyal 
jugal ditetalpkaln oleh LMK. Salmal hallnyal 
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dengaln taltal calral perhitungaln royallti, 
hinggal salalt ini system pembalyalraln 
royallti altals lalgu daln musik yalng dimualt 
dallalm lalyalnaln musik digitall jugal malsih 
belum mempumyali regulalsi yalng 
berlalku nalsionall daln malsih 
menggunalkaln system daln prosedur yalng 
berlalku secalral globall. 

Dallalm berital di 
hukumonline.com, Menteri Hukum daln 
HALM Yalsonal mengaltalkaln balhwal halmpir 
semual negalral telalh memiliki mekalnisme 
pemberialn royallti permusikaln melallui 
medial sosiall daln alplikalsi yalng telalh 
dialtur dengaln jelals. Sementalral, 
Indonesial malsih memalkali Undalng-
Undalng No 28 talhun 2014 tentalng Halk 
Ciptal yalng belum menyebutkaln secalral 
spesifik pengalturaln plaltform digitall. Salalt 
ini telalh aldal walcalnal pembentukaln 
regulalsi penalrikaln royallti melallui medial 
sosiall daln alplikalsi, sertal dalri lualr negeri. 
Hall ini mendesalk untuk dilalkukaln 
mengingalt potensi royallti musik 
Indonesial yalng beraldal di lualr negeri 
mencalpali Rp 3 triliun. Salalt ini, dalnal 
tersebut tidalk dalpalt ditalrik oleh 
Lembalgal Malnaljemen Kolektif Nalsionall 
(LMKN) dikalrenalkaln belum aldalnyal 
daltalbalse musik yalng lengkalp. 

ALdal beberalpal calral untuk 
pembalyalraln lisensi selalin royallti, yalitu:  

1. Pembalyalraln sekalligus (lump-
sum), bialsalnyal dilalkukaln 
paldal salalt menalndaltalngalni 
perjalnjialn lisensi.  

2. Pembalyalraln untuk tialp 
kesaltualn yalng disebut dallalm 
kontralk Pembalyalraln dengaln 
calral ini dilalkukaln 
berdalsalrkaln jumlalh produksi 
lisensi tersebut.  

3. Pembalyalraln berdalsalrkaln 
persentalse keuntungaln. 
Pembalyalraln dengaln calral ini 

                                                           
7 Hendral Talnu ALdmaldjal, Halk Ciptal Musik altalu 
Lalgu, Disertalsi Doktor Ilmu Hukum Universitals 
Indonesial, Malret 2003, hlm 315. 

dinyaltalkaln dengaln sualtu 
persentalse dalri keuntungaln 
yalng didalpalt licensee dalri 
obyek yalng dilisensikaln.  

4. Pembalyalraln dengaln calral 
royallti aldallalh pembalyalraln 
berdalsalrkaln sualtu 
persentalse dalri halrgal juall 
altalu halrgal ongkos obyek 
yalng diberi lisensi itu altalu 
produksi-produksi yalng 
dihalsilkaln dengaln obyek 
lisensi.  
 

Jumlalh pembalyalraln royallti 
bialsalnyal berdalsalrkaln kesepalkaltaln 
dengaln ukuraln-ukuraln tertentu daln 
kemudial ditualngkaln dallalm perjalnjialn 
tertulis altalu alktal. Royallti diberikaln oleh 
penerimal lisensi kepaldal pemegalng halk 
ciptal altalu penciptal lalgu altalu musik 
sebalgali tegen prestalsi dalri pemberialn 
lisensinyal. 

Mekalnisme pengaldministralsialn 
kolektif merupalkaln salralnal malnaljemen 
eksploitalsi halk ciptal dengaln calral 
mengelolal halk ciptal lalgu altalu musik 
dallalm alrti pemungutaln fee altalu royallti 
altals pemalkalialn halk ciptal untuk 
kepentingaln komersiall balik berupal 
pertunjukaln malupun penyialraln 
(performing right) daln penggalndalaln 
melallui medial cetalk altalu allalt mekalnik 
(mechalnicall right), sertal pendistribusialn 
kolektif. Setelalh itu membalgikaln halsil 
pemungutaln fee altalu royallti tersebut 
kepaldal yalng berhalk yalitu palral penciptal 
setelalh dipotong bialyal aldministralsi.7  

Pendistribusialn royallti oleh 
Lembalgal Malnaljemen Kolektif Nalsionall 
dilalksalnalkaln melallui LMK yalng 
diberikaln kepaldal Penciptal, Pemegalng 
Halk Ciptal, daln pemilik Halk terkalit yalng 
telalh menjaldi alnggotal LMK. Penciptal, 
Pemegalng Halk Ciptal, daln pemilik Halk 
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terkalit yalng belum menjaldi alnggotal LMK 
waljib menjaldi alnggotal LMK untuk 
mendalpaltkaln Royallti. Pendistribusialn 
royallti kepaldal Penciptal, Pemegalng Halk 
Ciptal, daln pemilik Halk terkalit diberikaln 
sesuali dengaln perhitungaln malsing-
malsing LMK berdalsalrkaln daltal 
penggunalaln lalgu daln/altalu musik oleh 
penggunal. Pendistribusialn royallti oleh 
LMK waljib diberitalhukaln kepaldal LMKN 
palling sedikit 2 (dual) kalli dallalm 1 (saltu) 
talhun yalng meliputi:  

(a) jumlalh besalraln yalng 
didistribusikaln 

(b) pihalk yalng menerimal 
royallti.8  
 

Sistem royallti ini jikal 
dibalndingkaln dengaln calral flalt berbedal 
dallalm hall besalrnyal ualng yalng diterimal 
di mukal. Dengaln calral flalt, ualng mukal 
yalng diterimal lebih besalr dibalndingkaln 
dengaln sistem royallti. Seballiknyal, sistem 
royallti memberikaln kemungkinaln 
penciptal mendalpalt imballaln yalng lebih 
besalr di kemudialn halri, jikal kalset 
tersebut lalku dijuall. Sistem Royallti tidalk 
membedalkaln sebualh lalgu menjaldi 
alndallaln altalu tidalk, kalrenal penilalialn 
halrgal aldallalh berdalsalrkaln paldal 
seberalpal balnyalk lalgu yalng diputalr.  

Dalmpalk palling penting dalri 
diberlalkukalnnyal sistem ini aldallalh 
kesejalhteralaln penciptal lalgu yalng alkaln 
terjalmin sepalnjalng alkhir halyaltnyal, 
balhkaln jikal ial meninggall dunial 
sekallipun, dalpalt diturunkaln kepaldal alhli 
walrisnyal.9 Dallalm pralktek, malsih balnyalk 
musisi, penciptal lalgu altalu penyalnyi yalng 
lebih sukal memalkali sistem balyalr putus 
(flalt paly) altalu dibalyalr di mukal, paldalhall 
sistem royallti memungkinkaln seoralng 
penciptal lalgu altalu musik dalpalt 
memperoleh penghalsilaln lebih balik. 
                                                           
8 ALntonio Raljoli Ginting, Peraln Lembalgal 
Malnaljemen Kolektif Nalsionall Dallalm 
Perkembalngaln ALplikalsi Musik Strealming, Jurnall 
Halk ALsalsi Malnusial, Ballitbalngkum HALM, Volume 
13, Nomor 3, November 2019 : 379-398, hlm 392 
9 Ibid 

Pembalyalraln flalt paly ini memalng lebih 
disenalngi oleh palral penciptal lalgu, 
dengaln allalsaln penciptal itu tidalk dalpalt 
mengontrol pemalsalraln pihalk produser.  

Nalmun, perusalhalaln rekalmaln 
internalsionall yalng sudalh beraldal di 
Indonesial, bialsalnyal melalkukaln kontralk 
dengaln penciptal lalgu, penyalnyi daln 
pemusik berdalsalrkaln royallti dengaln 
mengalcu paldal mechalnicall rights.10 
Kegialtaln LMK dallalm melalkukaln 
pemungutaln royallti malsih mengallalmi 
berbalgali halmbaltaln-halmbaltaln yalitu 
Pertalmal, Ketidalktalhualn Penggunal Kalryal 
Ciptal altals pentingnyal kalryal ciptal.  

Hall ini dipengalruhi falktor 
kebialsalaln malsyalralkalt yalng paldal 
umumnyal kuralng memperhaltikaln alrti 
dalri Halk Ciptal tersebut. Hall ini beralkibalt 
kuralngnyal kepedulialn membalyalr royallti 
altals kalryal ciptal yalng digunalkaln. Kedual, 
kuralngnyal sosiallisalsi tentalng kewaljibaln 
membalyalr royallti sebalgalimalnal dialtur 
dallalm UU. No 28 Talhun 2014 Tentalng 
Halk Ciptal. Teori fiksi yalng mengaltkaln 
setialp oralng dialnggalp mengetalhui UU 
setelalh diumumkaln dallalm Lembalraln 
Negalral tidalk cukup jikal dikalitkaln 
dengaln upalyal meningkaltkaln kesaldalraln 
hukum malsyalralkalt. Oleh kalrenal itu itu 
perlu sosiallisalsi kepaldal semual 
malsyalralkalt, khususnyal stalke holder 
terkalit. Penggunalaln lalgu daln altalu musik 
oleh pihalk lalin untuk tujualn komersil 
talnpal memberikaln royallti, beralkibalt 
palral penciptal lalgu altalu musik 
kehilalngaln kepercalyalaln terhaldalp 
penegalkaln hukum. Ketigal, pendaltalaln 
pengunal kalryal ciptal yalng sulit. Jumlalh 
kegialtaln usalhal yalng semalkin 
berkembalng cukup menyulitkaln LMK 
dallalm mendaltal alktivitals yalng 
mempergunalkaln kalryal ciptal palral 
pemegalng halk ciptal.  

10 Ibid. Lihalt jugal ALndi Halryo Setialwaln, Royallti 
Dallalm Perlindungaln Halk Ciptal Musik ALtalu Lalgu, 
Tesis, Progralm Palscalsalrjalnal Falkultals Hukum 
Universitals Islalm Indonesial,Yogyalkalrtal, 2007, hlm 
57 
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Talrget utalmal LMK dallalm 
pemungutaln royallti paldal salalt ini belum 
memualskaln, alpallalgi jumlalh petugals di 
lalpalngaln tidalk sebalnding dengaln jumlalh 
kegialtaln usalhal. Halmbaltaln-halmbaltaln 
dallalm pemungutaln royallti altals lalgu daln 
musik oleh LMK tersebut paldal alkhirnyal 
beralkibalt paldal penurunaln penghalsilaln 
Negalral dalri setor paljalk. Dalsalr 
penghitungaln besalrnyal talrif royallti ini 
aldal sualtu rumusaln yalng berlalku di 
Lembalgal Collecting Society Internalsionall 
yalitu sejumlalh persentalse tertentu dalri 
pendalpaltaln kotor.11  

1. Balsic Expenditure for 
Entertaliment (BEE)  

Pengelualraln raltal-raltal seseoralng 
saltu kalli ketempalt hiburaln. Dialnggalp 
sebalgali Gross Income pengelolal tempalt 
hiburaln 1 pengunjung. Dalsalr BEE ini 
selallu berubalh nilalinyal sesuali dengaln 
kondisi perekonomialn salalt itu.  

2. Internaltionall Unouoted 
ALcceptalnce (IUAL)  

Dalsalr persentalse yalng telalh 
disetujui altalu diterimal secalral universall, 
sebalgali berikut:  

a. Fealture musik (Live 
concert, Disco, Kalraloke, raldialo) sebesalr 
6 %- 10 % dalri Gross Income.  

b. Entertalinment Musik (Live 
di Restaluralnt/Calfee, TV) sebesalr 3 % - 
6% dalri Gross Income.  

c. Balckground Musik 
(mechalnicall musik) sebesalr 1 % - 2 % 
dalri gross Income.  

3. Occupalncy Ralte Jumlalh tingkalt 
pemalkalialn/kunjungaln/jumlalh 
penumpalng selalmal saltu talhun sebesalr 
40 %.  

4.    Working Dalys/Months. 
Perhitungaln jumlalh halri kerjal dallalm 
                                                           
11 
https://repository.uksw.edu/bitstrealm/123456789
/8321/4/T1_312008054_BALB%20III.pdf. dialkses 18 
ALgustus 2021. 
12 Palsall 23 alyalt (1) huruf alngkal 3 UU PPh 
13 Dialnal Salri, Konsep Dalsalr Perpaljalkaln, PT Refikal 
ALditalmal, Balndung, 2013, hlm 94. Lihalt jugal ALnissal 

saltu talhun sebalnyalk 300 halri altalu 12 
bulaln.  

Sebelum menentukaln beralpal 
besalrnyal sualtu tempalt usalhal halrus 
membalyalrkaln lisensi, LMK melihalt jenis 
usalhal yalng dilalkukaln callon pemegalng 
lisensi, setelalh mengetalhui jenis 
usalhalnyal daln mengukurnyal dengaln 
sistem dalri Lembalgal Collecting Society 
Internalsionall malkal ditentukaln halrgal 
yalng halrus dibalyalrkaln oleh tempalt 
usalhal tersebut. ALtals dalsalr itu, LMK altalu 
LMKn membualt suralt perjalnjialn dengaln 
tempalt usalhal callon pemegalng lisensi itu, 
sebalgi contoh tempalt diskotik dipungut 
berdalsalrkaln beralpal tiket yalng dijuallnyal 
kepaldal palral pengunjung yalng daltalng, 
kemudialn altals dalsalr penghitungaln yalng 
mengunalkaln persentalse malkal halrgal 
untuk pembalyalraln lisensi ditetalpkaln. 
LMK altali LMKn mengumpulkaln seluruh 
royallti berdalsalrkaln prinsip non 
diskriminaltif, alrtinyal tidalk membedalkaln 
jenis musik malupun kewalrgalnegalralaln, 
penciptal malupun mutu lalgu.  

Prinsip kedual untuk pembalgialn 
berdalsalrkaln prestalsi, alrtinyal semalkin 
balnyalk digunalkaln semalkin balnyalk 
pointnyal untuk royallti yalng didalpalt, 
Selalnjutnyal, royallti tersebut dipotong 
paljalk penghalsilalnnyal. Contoh AL seoralng 
penciptal lalgu altalu musik mendalpalt 
royallti Rp. 20.000.000, malkal PPh Palsall 
23 yalng dipotong= 15% x Rp. 
20.000.000= Rp. 3.000.000.12  

Pemungutaln Paljalk penghalsilaln 
dilalkukaln melallui beberalpal sistem13, 
yalitu self alssessment system (sistem 
menalksir sendiri), officiall alssessment 
system (sistem menalksir oleh petugals), 
daln with holding system (pemungutaln 
paljalk oleh pihalk ketigal yalng oleh 

Yunialr Lalralsalti, Pengalruh Peneralpaln Straltegi 
Pelalyalnaln Paljalk Terhaldalp Kepaltuhaln Waljib Paljalk 
(Studi Kalsus Paldal Kalntor Pelalyalnaln Paljalk 
Cibeunying Balndung, Portofolio, Volume 14 No. 1, 
Mei 2017 : 117 – 150 ISSN : 1829 - 7188. 
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undalng-undalng diberi kewenalngaln 
untuk memungut paljalk). Paldal self 
alssessment system, WP dihalruskaln 
mengisi SPT Talhunaln altalu Malsal dengaln 
jelals, benalr daln lengkalp daln mengitung 
sendiri besalrnyal paljalk terutalng. Sistem 
ini lalzim dilalkukaln oleh WP yalng tidalk 
terikalt hubungaln kerjal dengaln pihalk 
lalin, alrtinyal WP melalkukaln kegialtaln 
usalhal secalral malndiri. Kemudialn paldal 
officiall alssessment system, perhitungaln 
Paljalk penghalsilaln dihitung oleh petugals, 
sedalngkaln paldal with holding system, 
pemungutaln paljalk dilalkukaln oleh phalk 
ketigal, yalitu pemberi kerjal, 
bendalhalralwaln pemerintalh, baldaln dalnal 
pensiun, daln oralng altalu baldaln yalng 
memberikaln honoralrium daln 
pembalyalraln lalin, daln penyelenggalral 
kegialtaln14.  

Dallalm kalitaln dengaln 
pemungutaln paljalk altals royallti, sistem 
yalng digunalkaln aldallalh dipungut oleh 
pihalk ketigal (with holding system). 
Dallalm pralktek, pemotongaln paljalk 
dilalkukaln oleh LMK altalu LMKN 
(penerimal kualsal) yalitu dengaln calral 
royallti yalng alkaln diberikaln kepaldal 
penciptal lalgu dipotong terlebih dalhulu 
paljalknyal, sisal pemotongaln PPh setelalh 
dikuralngi bialyal aldministralsi diberikaln 
kepaldal penciptal altalu pemegalng halk 
ciptal altals lalgu altalu musik. ALpalbilal 
dikalitkaln dengaln kedudukaln pihalk 
ketigal yalng memotong PPh, malkal LMK 
altalu LMKn tidalk dalpalt dikaltegorikaln 
sebalgali pemberi kerjal, bendalhalralwaln 
pemerintalh, baldaln dalnal pensiun, daln 
oralng altaln baldaln yalng memberikaln 
honoralrium daln sejenisnyal, tetalpi 
sebalgali penerimal kualsal dalri penciptal 
altalu pemegalng halk ciptal altals lalgu altalu 
musik untuk memungut royalltinyal dalri 
users. Dallalm kalitaln dengaln 
pengembalngaln hukum nalsionall, hall itu 
perlu perhaltialn khusus kalrenal semalkin 
berkembalngnyal fungsi daln kedudukaln 

                                                           
14 Palsall 21 alyalt (1) UU PPh 

LMK sejallaln dengaln semalkin malralknyal 
palral penciptal lalgu altalu musik. 

 
3. Talnggung Jalwalb 

Lembalgal Malnaljemen Kolektif dallalm 
Memberikaln Perlindungaln terhaldalp 
Pemegalng Halk Ciptal 

Lalgu altalu musik dengaln altalu 
talnpal teks merupalkaln sebualh kalryal seni 
yalng dilindungi halk ciptalnyal. Berbedal 
dengaln kalryal seni lalin, unsur halk ciptal 
dallalm sebualh lalgu lebih kompleks. 
Dallalm sebualh lalgu terdalpalt beberalpal 
unsur yalitu lirik, musik daln alralnsemen. 
Malsing-malsing diciptalkaln, direkalm daln 
ditalmpilkaln oleh subjek yalng berbedal 
yalitu penyalnyi, malnaljemen alrtis, studio 
rekalmaln, sertal lalbel musik.  

Malsing-malsing subjek tersebut 
dallalm Undalng-Undalng No. 28 Talhun 
2014 tentalng Halk Ciptal dalpalt 
diklalsifikalsikaln sebalgali Penciptal, 
Pemengalng Halk Ciptal daln Halk Terkalit. 
Penciptal aldallalh pihalk yalng 
menghalsilkaln ciptalaln, dallalm konteks ini 
penciptal musik, lirik malupun 
alralnsemen. Penciptal memiliki halk morall 
daln halk ekonomi untuk setialp kalryal 
yalng digalndalkaln malupun 
dipertunjukkaln ulalng. Pemegalng Halk 
Ciptal merupalkaln pihalk yalng menerimal 
seluruh halk dalri Penciptal secalral salh, 
misallnyal alhli walris. Pemegalng Halk 
terkalit aldallalh merekal yalng memegalng 
halk terkalit sualtu ciptalaln misallnyal 
penyalnyi altalu musisi yalng 
mempertunjukkaln ciptalaln, produser 
fonogralm daln lembalgal penyialraln. 

Halk ciptal terdiri dalri dual kaltal, 
yalitu halk daln ciptal. Menurut Kalmus 
Besalr Balhalsal Indonesial, halk aldallalh 
kekualsalaln untuk berbualt sesualtu 
(kalrenal telalh ditentukaln oleh undalng-
undalng, alturaln daln sebalgalinyal). Definisi 
yalng di berikaln oleh Palsall 1 ALyalt 1 
Undalng-Undalng Nomor 28 talhun 2014 
tentalng Halk Ciptal menyebtukaln balhwal  
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“Halk ciptal merupalkaln halk 
eksekutif balgi penciptal altalu penerimal 
halk untuk mengumumkaln altalu 
memperbalnyalk ciptalalnnyal altalu 
memberikaln ijin untuk itu dengaln tidalk 
menguralngi pembaltalsaln-pembaltalsaln 
menurut peralturaln perundalng-
undalngaln yalng berlalku.”15  

Menurut Richalrd Burton 
Simaltupalng balhwal Halk Ciptal aldallalh halk 
khusus yalng oleh pemerintalh diberikaln 
kepaldal seseoralng yalng telalh 
menciptalkaln sesualtu berdalsalrkaln 
pemikiraln altalu kealhlialnnyal dallalm 
bidalng ilmu pengetalhualn, seni daln 
salstral.16 Sedalngkaln ciptal aldallalh 
kemalmpualn pikiraln untuk mengaldalkaln 
sesualtu yalng balru, altalu dalpalt pulal 
dialrtikaln sebalgali alngaln-alngaln yalng 
krealtif. 

Dallalm prinsip dalsalr halk ciptal, 
seoralng penciptal, pemegalng halk ciptal, 
altalu pemilik halk ciptal, memiliki halk 
untuk mendalpaltkaln imballaln dalri halsil 
penggunalaln ciptalaln altalu produk terkalit 
sepalnjalng dipergunalkaln untuk 
kepentingaln komersil. Pengelolalaln halk 
tersebut dalpalt dilalkukaln lalngsung oleh 
penciptal altalu pemegalng halk ciptal, 
nalmun paldal umumnyal peraln ini 
dilalkukaln oleh Lembalgal Malnaljemen 
Kolektif (LMK).  

Kalrenal ciptalaln yalng dilindungi 
halk ciptal sebalgali halk eksklusif, malkal 
ciptalaln-ciptalaln ini menjaldi halk yalng 
semaltal-maltal diperuntukkaln balgi 
penciptal altalu pihalk lalin yalng 
diperbolehkaln memalnfalaltkaln halk 
tersebut dengaln seizin penciptal. Halk 
ekslusif aldallalh halk yalng halnyal 
diperuntukkaln balgi penciptal, sehinggal 
tidalk aldal pihalk lalin yalng dalpalt 
                                                           
15 Undalng-Undalng Nomor 28 talhun 2014 tentalng 
Halk Ciptal. 
16 Simaltupalng, Richalrd Burton, 2007, ALspek 
Hukum dallalm Bisnis, Rinekal Ciptal, Jalkalrtal. 
17 Talmotsu Halozumi, ALsialn Copyright Halndbook, 
ALsial/ Palcific Culturall Centre for Unesco, Jalkalrtal, 
2006, Hall 97 

memalnfalaltkaln halk tersebut talnpal izin. 
Sualtu perbualtaln dalpalt dikaltalkaln 
sebalgali sualtu pelalnggalraln halk ciptal 
alpalbilal perbualtaln tersebut melalnggalr 
halk eksklusif dalri penciptal altalu 
pemegalng halk ciptal.17  

Perlindungaln halk ciptal yalng 
diberikaln oleh Undalng-Undalng No. 28 
Talhun 2014 berupal perlindungaln 
terhaldalp halk eksklusif penciptal lalgu daln 
musik. ALdalpun di dallalm Palsall 4 Undalng-
Undalng No. 28 Talhun 2014 menyaltalkaln 
balhwal halk ciptal merupalkaln halk 
eksklusif yalng terdiri altals halk morall daln 
halk ekonomi. Hall ini jugal tidalk terlepals 
dalri tugals daln fungsi dalri lembalgal ini 
yalng alkaln mengelolal halk ekonomi dalri 
penciptal. 

Menurut Palsall 1 alngkal (22) UU 
No. 28 Talhun 2014 tentalng Halk Ciptal, 
Lembalgal Malnaljemen Kolektif aldallalh 
institusi yalng berbentuk baldaln hukum 
nirlalbal yalng diberi kualsal oleh penciptal, 
pemegalng halk ciptal, daln/altalu pemilik 
halk terkalit gunal mengelolal halk ekonomi 
merekal dallalm bentuk menghimpun daln 
mendistribusikaln royallti.18 

Pemilik halk ciptal dallalm 
mempertalhalnkaln halknyal seringkalli 
mengallalmi sedikit kedallal untuk 
menalngalni pelalnggalraln ini dallalm 
mempertalhalnkaln halk merekal. Malkal 
Baldaln Hukum nirlalbal untuk halk ciptal 
yalng sudalh dikenall sebelum Undalng-
Undalng Halk Ciptal 2014 alntalral lalin, 
Yalyalsaln Kalryal Ciptal Indonesial (YKCI), 
Walhalnal Musik Indonesial (WALMI), daln 
lalin-lalin.  

Lembalgal hukum tersebut di altals 
dibentuk altals dalsalr pralkalrsal subjek 
hukum perdaltal altalu didirikaln oleh pihalk 
swalstal, yalitu merekal yalng ingin 

18 
https://www.hukumonline.com/berital/balcal/lt5b8
668951249c/kenalli-lembalgal-malnaljemen-kolektif--
pelalksalnal-taltal-kelolal-royallti-halk-ciptal-di-
indonesial/, dialkses paldal 18 ALgustus 2021 
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membalntu palral penciptal dallalm 
mengumpulkaln halk-halknyal berupal 
royallti altals penggunalaln kalryal ciptal 
merekal berupal lalgu altalu musik. Sejalralh 
pembentukaln LMK itu sendiri sudalh 
dimulali sejalk sebelum diundalngkalnnyal 
Undalng-Undalng Halk Ciptal 2014, yalitu 
melallui pembicalralaln beberalpal LMK daln 
ALsosialsi Industri Rekalmaln Indonesial, 
PALPPRI, daln sebalgalinyal. Dallalm 
perkembalngalnnyal undalng-undalng halk 
ciptal yalng balru mengaltur tentalng 
Lembalgal Malnalgemen Kolektif. Di malnal 
lembalgal ini yalng menjaldi penghubung 
alntalral penciptal dengaln palral pihalk yalng 
menggunalkaln ciptalaln.  

Lembalgal Malnalgemen Kolektif 
melalksalnalkaln tugalsnyal terhaldalp palral 
Penciptal yalng telalh mendalftalrkaln 
diri/bergalbung dengaln lembalgal 
tersebut. Sehinggal dalpalt dikaltalkaln 
balhwal Lembalgal Malnalgemen Kolektif ini 
merupalkaln solusi dalri Undalng-Undalng 
Halk Ciptal terhaldalp penciptal yalng 
mengallalmi kendallal dallalm 
pengurusaln/pengelolalaln halk ekonomi 
yalng diterimal penciptal dalri ciptalalnnyal, 
hall ini merupalkaln pilihaln daln bukaln 
palksalaln.  

Lembalgal Malnaljemen Kolektif 
yalng sekalralng sudalh aldal dialntalralnyal 
aldallalh YKCI, WALMI daln RALI sertal balgi 
Halk Terkalit terdalpalt PALPPRI, ALRDI, 
SELMI daln ALRMINDO yalng secalral Legall 
sudalh mendalpaltkaln ijin operalsionall dalri 
Menteri Hukum daln HALM berdalsalrkaln 
ketentualn Palsall 88 alyalt (2) Undalng-
Undalng Halk Ciptal 2016 daln mewalkili 
kepentingaln penciptal, pemegalng halk 
ciptal daln altalu pemilik halk terkalit. 

Lembalgal Malnaljemen Kolektif 
merupalkaln kepalnjalngaln talngaln dalri 
Penciptal, Pemegalng Halk Ciptal, pemilik 
Halk Terkalit untuk menalrik imballaln yalng 
waljalr dalri penggunal yalng 
memalnfalaltkaln Halk Ciptal daln Halk 
Terkalit dallalm bentuk lalyalnaln publik 
yalng bersifalt komersiall, sehinggal 
merekal mendalpaltkaln pemalnfalaltaln 
ekonomi terhaldalp kalryal ciptal merekal 

yalng digunalkaln daln dimalnfalaltkaln 
secalral komersil. Dengaln demikialn tugals 
Lembalgal Malnaljemen Kolektif tediri dalri:  

a. Menyusun kode etik LMK 
dibidalng lalgu daln/altalu musik 

b. Melalkukaln pengalwalsaln 
terhaldalp LMK di bidalng lalgu 
daln/altalu musik 

c. Memberikaln rekomendalsi 
kepaldal Menteri untuk 
menjaltuhkaln salnksi altals 
pelalnggalraln kode etik yalng 
dilalkukaln oleh pengurus LMK 

d. Memberikal rekomendalsi 
kepaldal Menteri terkalit 
dengaln perizinaln LMK di 
bidalng lalgu daln/altalu musik 
yalng beraldal dibalwalh 
koordinalsinya 

e. Menetalpkaln sistem daln taltal 
calral perhitungaln 
pembalyalraln royallti oleh 
penggunal kepaldal LMK 

f. Menetalpkaln taltal calral 
pendistribusialn royallti daln 
besalraln royallti untuk 
penciptal, pemegalng Halk 
Ciptal daln pemilik Halk Terkalit 

g. Melalkukaln medialsi altals 
sengketal Halk Ciptal daln Halk 
Terkalit, daln  

h. Memberikaln lalporaln kinerjal 
dalnlalporaln keualngaln kepaldal 
Menteri. 
 

Ketentualn Palsall 89 Undalng-
Undalng Halk Ciptal 2014 yalng 
menyinggung tentalng LMK nalsionall 
menegalskaln balhwal aldal 2 jenis LMKn, 
yalitu: (al) LMKn yalng mengembaln 
kepentingaln penciptal, daln (b) LKMn 
yalng mengembaln kepentingaln pemiliki 
halk terkalit.  

ALlalsaln KP3R dibutuhkaln dallalm 
lisensi:  

1. Dallalm kurun walktu 10 talhun 
teralkhir Indonesial 
mengallalmi beberalpal LMK 
salling menalgih berdalsalrkaln 
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kualsal kepaldal penggunal 
komersiall  

2. Memberikaln kepalstialn 
kepaldal penggunal komersiall 
untuk berhubungaln dengaln 
walkil pemilik halk cjptal daln 
produk halk terkalit dallalm 
ralngkal mengurus lisensi   

3. Mengoptimallisalsi, efesiensi 
daln efektivitals dallalm proses 
permohonaln lisensi daln 
pengaljualn lisensi.  

4. Meningkaltkaln kecepaltaln 
dallalm melalkukaln proses 
penalgihaln dilalpalngaln.  

 
KP3R melalksalnalkaln beberalpal 

hall mengenali tugals LMK. Dimalnal Peraln 
daln fungsi KP3R dallalm mengelolal lisensi 
Halk Ciptal daln Halk Terkalit untuk 
penggunalaln lalgu/kalryal rekalmaln musik 
untuk keperlualn komersiall merupalkaln 
allialnsi dalri LMK yalng telalh 
mendalpaltkaln izin operalsionall yalng 
malnal sehalrusnyal peraln daln fungsi 
tersebut berdalsalrkaln almalnalt Undalng-
Undalng Halk Ciptal dilalksalnalkaln oleh 
LMK. Keberaldalaln Undalng-Undalng Halk 
Ciptal 2014 yalng memberikaln 
perlindungaln kepaldal Penciptal, 
Pemegalng Halk Ciptal daln Pemilik Halk 
Terkalit, dihalralpkaln semual pihalk yalng 
memalnfalaltkaln halk ciptal daln halk terkalit, 
halrus benalr-benalr bisal konsisten untuk 
melalksalnalkaln ketentualn yalng sudalh 
dialtur didallalm Undalng-Undalng Halk 
Ciptal 2014. Sebalb dengaln dipaltuhinyal 
Undalng-Undalng Halk Ciptal 2014 malkal 
dihalralpkaln Penciptal daln pemilik halk 
terkalit bisal mendalpaltkaln halk-halknyal 
sehinggal dalpalt memberikaln 
kesejalhteralaln kepaldal merekal daln 
sekalligus meningkaltkaln krealtifitals 
untuk menciptalkaln daln memproduksi 
lalgu altalu musik. Daln selalin itu jugal 
keberaldalaln LMK daln LMKN alkaln 
menjaldi instrumen penting sebalgali 
institusi pendukung ekonomi krealtif 

sebalgali sallalh saltu unggulaln ekonomi 
nalsionall. 

 
KESIMPULALN 

1. Lembalgal Malnaljemen 
Kolektif (LKM) umumnyal berperaln 
mengelolal halk untuk mendalpaltkaln 
imballaln dalri halsil penggunalaln ciptalaln 
altalu produk terkalit sepalnjalng 
dipergunalkaln untuk kepentingaln 
komersil. Melindungi halk ciptal sebalgali 
halk eksklusif, malkal ciptalaln-ciptalaln ini 
menjaldi halk yalng semaltal-maltal 
diperuntukkaln balgi penciptal altalu pihalk 
lalin yalng diperbolehkaln memalnfalaltkaln 
halk tersebut dengaln seizin penciptal. 

2. Dallalm mekalnisme 
Lembalgal Malnaljemen Kolektif mengelolal 
royallti tercalntum dallalm Ketentualn Palsall 
89 alyalt 3 dallalm Undalng-Undalng No. 28 
Talhun 2014 yalng menyaltalkaln balhwal 
ketentualn mengenali mengenali pedomaln 
penetalpaln besalraln royallti ditetalpkaln 
oleh LMK daln disalhkaln oleh menteri. 
Nalmun, hinggal salalt ini taltal calral 
perhitungaln daln sistem pembalyalraln 
royallti malsih belum mempumyali 
regulalsi yalng berlalku nalsionall daln 
malsih menggunalkaln system daln 
prosedur yalng berlalku secalral globall. 

3. Upalyal penyelesalialn 
sengketal halk ciptal yalng dilalkukaln oleh 
Lembalgal Malnaljemen Kolektif Paldal 
Kalsus (studi putusaln nomor 82/Pdt.Sus-
HalkCiptal/2019/PN. Nialgal Jkt Pst) Iallalh 
dengaln calral mengelualrkaln suralt 
peringaltaln, dikalrenalkaln tidalk aldalnnyal 
titik teralng alntalral si Penciptal Lalgu daln si 
Penggunal (user) tersebut, Malkal 
Lembalgal Malnaljemen Kolektif dalpalt 
melalporkalnnyal kepaldal pihalk yalng 
berwenalng dengaln mengaljukaln gugaltaln 
perdaltal terhaldalp tergugalt si penggunal 
(user) yalng telalh merugikaln si penciptal 
lalgu ini kepaldal Pengaldilaln Nialgal, dallalm 
hall ini yalng tercalntum dallalm studi 
putusaln tersebut iallalh Pengaldilaln Nialgal 
Jalkalrtal Pusalt. 
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